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///

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ---

RUPS secara fisik yang mempunyai kekuatan mengikat
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham-
telah diberitahukan secara tertulis dan semua ----
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai ---
usul yang diajukan secara tertulis serta - ————-——-
menandatangani persetujuan tersebut; --———--——-——-
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ di atas, maka perlu-
menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham ---—-——-—-—---
Perusahaan Perseroan PT Produksi Film Negara -----

(Persero) tentang Perubahan Anggaran Dasar. ---—---

Mengingat ------------------ - - - - - - - - - - - - -\ -\—-~\—-~\—-~\-~\—~\—~\—~—\—\——
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang --------
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 ---
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); -
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan --
Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang -
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik ----

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -

2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7097); -——--—-——--—-————————————————

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal ---
Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham ---

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi

~_ Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional ----

~~



